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ABSTRAK

ISMAIL. Penerapan E-Government Pelayanan Publik Di Kecamatan Bacukiki Barat
Kota Parepare (Dibimbing oleh Muhammad Saleh dan Zulfah).

E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare
untuk menunjang melayanan publik serta meningkatkan pelayanan publik agar
mempermudah masyarakay dalam memperoleh pelayanan.

Peneliti ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dan dalam
mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun
teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis model Miles dan Huberman yang
terdiri dari reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa sesuai dengan PERWALI No.11
Tahun 2018 Kota Parepare yang dimana tujuannya untuk meningkatkan pelayanan
publik yang ada di instansi pemerintahan, akan tetapi yang ditemui oleh peneliti yakni
belum maksimalnya pelayanan publik dikarenakan masih banyaknya kendala yang
dihadapi Kecamatan Bacukiki Barat seperti sarana dan prasarana serta kurangnya
edukasi kepaada masyarakat sehingga pelayanan publik yang berbasis E-government
belum dapat dimanfaatkan secara menyeluruh oleh masyarakat.

Kata Kunci: E-Government, Pelayanan publik.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa zaman menjadi
lebih maju diberbagai bidang. Pergeseran dari traditional government menjadi
electronic government merupakan perubahan yang signifikan terjadi akibat
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam era demokrasi sangat penting
bagi pemerintah meningkatkan pelayanan administrasi untuk masyarakat agar
pelayanan publik lebih berkualitas, tranparansi, serta lebih efektif dan efisien. Maka
dari itu masyarakat mendorong pemerintah untuk menggunakan pelayanan e-
Government yang berbasis elektronik dan meninggalkan fraditional government yang
masih menggunakan sistem yang manual.

Pada awalnya, sebelum beralih ke e-Govermment dalam pengurusan
administrasi maupun pelayanan publik lainnya masih menggunakan traditional
government yang di anggap masih memiliki batasan-batasan dalam penggunaan nya.
Traditional government belum mampu memenuhi secara maksimal keinginan dari
masyarakat, dan dalam penggunaan nya masih memerlukan waktu yang lebih lama
ketimbang e-Government, sehingga pergeseran yang terjadi akan sangat membantu
dalam peningkatan pelayanan publik serta hambatan-hambatan yang sebelum
menggunakan e-governmentakan menjadi lebih berkurang.

Istilah e-Government mengacu pada cukup banyak definisi. Secara umum,
istilah yang berawalan “e” biasanya memiliki keterkaitan erat dengan penggunaan

teknologi internet sebagai sarana pengganti media konvensional yang masih memiliki



banyak kekurangan. Perlu diketahui bahwa tugas pemerintah adalah memberikan
layanan publik kepada masyarakat dengan menggunakan media teknologi dan internet
kepada masyarakat.

e-Government merupakan aplikasi komunikasi dan informasi yang ada di
pemerintahan dan mulai diperkenalkan pada Abad-20. Terutama dinegara-negara maju
penggunaan teknologi informasi dilembaga pemerintahan merupakan upaya dalam
meningkatkan pelayanan public dan sebagai perubahan perkembangan teknologi yang
menuntut adanya perubahan administrasi pemerintahan serta mengajak masyarakat
mendukung kebijakan pemerintahan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.
Aplikasi dalam pemerintahan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi
yang seiring berjalannya zaman akan terus meningkat perkembangannya dan akan
membuat batasan yang ada semakin menghilang.

Penerapan e-Government harus selaras dengan regulasi yang ada maka dari itu
dalam instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-government dan didukung pula oleh regulasi yang terkait seperti
Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta
Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik, e-government ditujukan untuk menjamin keterpaduan
sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam
mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan. e-government merupakan
upaya dalam membentuk sistem pemerintah menjadi lebih bersih dan transparan dan
mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.! Maka dari itu

penerapan e-government diharapkan akan terus berkembang guna tidak adanya lagi

nstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003.



hambatan-hambatan dalam pelayanan publik serta pengurusan administrasi
dipemerintahan.

Selain itu, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Indonesia, e-
government semakin berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta
membantu proses penyampaian informasi secara lebih efektif kepada masyarakat.
Perlu disadari dan dipahami bahwa sesuai amanat UUD 1945 Pasal 18 Ayat (2) dan
Pasal 34 Ayat (3), maka peningkatan layanan publik (public service) harus
mendapatkan perhatian utama dari pemerintah, karena pelayanan publik merupakan
hak-hak sosial dasar dari masyarakat (social rights) ataupun hak yang mendasar
(fundamental rights).?

Semenjak dikeluarkannya instruksi Presiden, hampir seluruh daerah di
Indonesia sudah memiliki banyak kemajuan, contohnya sudah banyak daerah yang
telah memiliki website resmi dengan akhiran ‘go.id”. Meskipun pada dasarnya e-
Government bukan hanya menampilkan sistem pemerintah melalui online akan tetapi
ada beberapa aplikasi e-Government lainnya yang sudah diterapkan di Indonesia
seperti SIMAYA (Administrasi Perkantoran MAYA), MANTRA (Manajemen
Integrasi dan Pertukaran Data), PNSBox (Private Network Security Box) dan masih
banyak lagi.’

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa e-government
sudah terasa daya gunanya, namun dalam pemerintah daerah bukan semata-mata hanya
pada tahap publikasi situs oleh pemerintahan atau baru pada tahan pemberian informasi

dan transaksi elektronik secara terbatas. Padahal tidak hanya itu, e-government juga

2 Vita Elysia, Ake Wihadanto, Dkk, Implementasi E-Government Untuk Mendorong
Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Di Indonesia, Hal. 354.

3Https://Www.Kominfo.Go.Id/Content/Detail/3319/Aplikasi-E Government/0/E_Government
(Diakses pada tanggal 26 Juli 2021)



harus menjawab semua kebutuhan masyarakat, berperan dalam pengambilan kebijakan
serta mendukung fasilitas dialog publik dan pemerintahan sehingga adanya
transparansi antara pemerintah dan masyarakat.

Terkait dengan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003
maka pemerintah kota Parepare mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
yang dimana untuk mewujudkan masyarakat informasi, berdasarkan kewenangan yang
dimiliki oleh pemerintah daerah melalui fasilitas, koordinasi, pembinaan dan
pengawasan serta bertujuan meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak
masyarakat untuk mengetahui kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan
pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi.*

E-government setidaknya memiliki peran yang sangat signifikan di dalam
memberikan kemudahan terhadap masyarakat sebagai salah satu terobosan untuk
mempermudah masyarakat mengakses data maupun informasi yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Dalam hal ini e-government sebagai wadah dalam penyampaian pesan
informasi maupun data yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang di
dalamnya ada interaksi komunikasi antara pihak instansi dengan masyarakat
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, dimana pihak instansi sebagai penyampai
pesan atau informasi dapat memberikan datanya kepada masyarakat sesuai apa yang
diinginkan oleh masyarakat.

Penyampaian informasi atau data maka setidaknya e-Government harus

memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat, dalam hal ini e-Government

4 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 tahun 2017



harus memperhatikan aspek-aspek yang yang sekiranya dimata masyarakat memang
sepatutnya e-Government ini bisa di kembangkan menjadi lebih baik lagi, maka dari
itu e-Government harus memperhatikan, yang pertama informasi atau data yang
disampaikan harus akurat yang artinya terbebas dari kesalahan dan harus sesuai dengan
apa yang diinginkan oleh masyarakat, kedua informasi atau data itu juga
memperhatiakan ketepatan waktu, apabila terlambat maka mempunyai nilai yang tidak
baik lagi dan ini pula yang menjadi masalah besar sebelum adanya e-Government
karena masyarakat dibuat menunggu.

Selanjutnya, ketiga informasi atau data itu harus relevan artinya harus memiliki
banyak manfaat kepada masyarakat, apabila tidak memiliki banyak manfaat dan hanya
membuat masyarakat menjadi kesusahan maka e-Government tidak akan digunakan
oleh masyarakat sehingga akan menjadi pajangan saja, keempat yang tak kalah penting
yakni harus ekonomis karena dengan keterjangkauan penggunaan e-Government akan
sangat menarik minat masyarakat dan tidak pula memberatkan masyarakat dari segi
keuangan dan yang terakhir, kelima mudah artinya dalam menggunakan e-Government
harus mudah dipahami dan tidak menyesatkan kemudian mudah dalam memperoleh
agar masyarakat tidak kesusahan dalam mengurus berbagai jenis administrasi.
Sehingga itulah beberapa hal yang mesti ada pada e-Government yang ada di
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Pelayanan yang berbasis e-Government merupakan bagian dari sistem
komunikasi, dimana selaku komunikator dalam hal ini Kecamata Bacukiki Barat Kota
Parepare kemudian pesan atau informasi yang diberikan yakni kebutuhan dari
masyarakat itu sendiri. Disamping itu pada sistem konvensional proses yang

dibutuhkan terbilang cukup lama, maka e-Government hadir sebagai solusi dari batasan



yang ada, sehingga e-Government merupakan media yang digunakan pemerintah
dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, sehingga e-Government ini
menjadi kunci agar pelayanan itu menjadi lebih baik serta cara lama yang sering
digunakan oleh masyarakat dapat bisa di gantikan.

Nyatanya e-Government yang ada di Indonesia masih belum maksimal dalam
penerapannya ketimbang negara-negara maju maupun negara berkembang lainnya.
bisa saja salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut yakni masih kurangnya
pemerintah daerah memperkenalkan atau mengedukasi masyarakat mengenai layanan
tersebut, dan memang di Kecamatan Bacukiki Barat masih belum maksimal dalam
mengedukasi masyarakat dan saat ini layanan yang berbasis e-Government disana
hanya website yang didalam website tersebut berisi berbagai layanan publik. Saat ini
eranya demokrasi maka pemanfaatan e-Govermment akan sangat memberikan
pengaruh yang sangat signifikan untuk kedepannya. Panjangnya birokrasi yang harus
dilewati, membuat masyarakat merasakan lambannya pengurusan berbagai jenis
administrasi, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Oleh karena itu
dalam pelayanan publik mestinya memiliki keefisienan agar masyarakat merasakan
mudahnya pengurusan berbagai jenis administrasi yang sesuai dengan INPRES Nomor
3 Tahun 2003. Maka penelitian ini bermaksud mendeskripsikan penerapan e-
Government yang sudah diterapkan di kota Parepare Sejak tahun 2017 dengan
mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Provinsi

Sulawesi Selatan.



1.2 Rumusan Masalah

Terkait pembahasan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan e-Government di Kecamatan Bacukiki Barat Kota
Parepare?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap layanan e-Government di Kecamatan
Bacukiki Barat Kota Parepare?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan e-Government di Kecamatan

Bacukiki Barat Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan penerapan e-Government di Kecamatan Bacukiki Barat Kota
Parepare

2. Menggambarkan respon masyarakat terhadap layanan e-Government di
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

3. Menggambarkan faktor pendukung dan penghambat penerapan e-
Government di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitianyang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Akademik
Memberikan pengetahuan serta wawasan dari penelitianyang dilakukan penulis

dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang sudah di pelajari selama



perkuliahan dan mengkaitkan teori kedalam pembahasan masalah mengenai
penerapan e-Government di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai tambahan informasi
agar dalam penerapan serta mengembangkan e-Government dapat lebih
maksimal di di Kecamata Bacukiki Barat Kota Parepare

Teknis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi penyiaran islam
khususnya mengenai hal yang berhubungan dengan penerapan teknologi e-

Government
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian yang
serupa dan sudah dilakukan oleh peneliti lain dan memiliki lokasi yang berbeda dengan
masalah yang serupa yakni E-Government. Maka dari itu pada peneliti yang pertama
dengan judul Penerapan E-Government Publik Pada Setiap SKPD Berbasis Pelayanan
Di Kota Palu yang di teliti oleh Emilsyah Nur yang merupakan penelitian e-government
yang berada di Palu. Pada penelitianini penulis mengemukakan bahwa penerapan e-
government yang berada di Kota Palu belum memuaskan dan masih belum adanya
keseriusan untuk membangun sistem pelayanan berbasis e-government dan masyarakat
juga belum tersentuh sama sekali dalam mendukungnya kualitas pelayanan publik.
Penelitianyang dilakukan dengan menggunakan metode penelitiankualitatif, yang
membedakan dengan penelitian ini yakni pada penelitian ini penulis ingin melihat
bagaimana setiap SKPD dapat menerapkan pelayanan yang berbasis e-Government
agar semua SKPD dapat memberikan pelayanan sesuai dengan permasalahn yang
dihadapinya masing-masing dan permasaannya yakni bagaimana sebuah instansi
pemerintahan dapat mencapai tujuan akhir yakni penerapan e-Government yang
memadai.

Kemudian pada pengamatan yang kedua, yang diteliti oleh Ayu Aditya
Oktavya. Penelitian ini berjudul Penerapan (Electronic Government) E-Government

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang.

> Emilsyah Nur, Penerapan E-Government Publik Pada Setiap Skpd Berbasis Pelayanan Di
Kota Palu (Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik 18, No. 3, Desember 2014), h. 265.
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Penelitian yang ditulis oleh Ayu Aditya Oktavya melatar belakangi tentang kebijakan
Inpres No.3 tahun 2003 yang membahas tentang bagaimana kebijakan serta strategi
nasional dalam melakukan pengembangan e-Government dalam lingkup Indonesia.
Selain itu terdapat kegelisahan yang ditemukan oleh sang peneliti yakni di mana
masyarakat Kota Bontang masih belum memahami atau mengetahui apa itu elektronik
government sehingga di mana mayarakat bersikap apatis terhadap perubahan teknologi
yang ada dengan salah satunya kurang ada nya sosialisasi dari pihak Kantor Pelayanan
Pajak dalam memperkenalkan e-Government, yang membedakan yakni penerapan e-
Government sudah diterapkan akan tetapi masyarakatnya belum memahami apa itu e-
Government, persamaannya yakni ingin menerapkan e-Government sesuai dengan
kebijakan Inpres No.3 Tahun 2003 dan juga memperkenalkan e-Government kepada
masyarakat agar masyarakat dapat mengenal e-Government itu sendiri.®

Penelitian yang lain juga mengenai e-Government yang berjudul Analisis
Strategi Komunikasi Dalam E-Government Di Pemerintah Kabupaten Penajem Paser
Utara yang diteliti oleh Bintang Yusuf Wijaya, pada penelitianini menjelaskan
bagaimana pemerintah Kabupaten Penajem Paser Utara khususnya humas pemerintah
Kabupaten Penajem Paser Utara menerapkan program kerja yang bernama smart city
di dalam program tersebut pemerintah akan mengembangkan apa yang sudah negara
lain lakukan. Akan tetapi dalam implementasinya pemerintah kota dan humas kota
masih di nilai kurang dalam memberikan ilmu pengetahuan tentang adanya e-Gov
tersebut. Pada penelitianini penulis melakukan metode penelitiankualitatif, yang

membedakan yakni dalam peneliti ini ingin sudah menerapkan e-Government akan

6 Ayu Aditya Oktavya, Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang (Jurnal Ilmu Pemerintahan 3,
No. 3 Oktober 2015), h. 1434.
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tetapi peneliti ingin melihat bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh humas
pemkab dalam memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa ada e-Government
sehingga masyarakat mudah menggunakan e-Government, dan persamaannya yakni
disamping menerapkan e-Government akan tetapi bagaimana semuah instansi
pemerintah dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar dapat
menggunakannya dengan mudah.’

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Diah Rachma Aprianty yang
berjudul Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan
Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, dimana pada penelitianini
untuk mengetahui dan mendiskripsikan kebijakan e-government guna untuk
meningkatkan mutu pelayanan publik dan mengetahui serta menganalisis kendala yang
dihadapi Kecamatan Sambutan Kota Samarinda berdasarkan indicator pengembangan
e-government yakni, support, Capacit, dan Value. Penelitian ini menggunakan teknik
penelitian deskriptif kualitatif, yang membedakan yakni pada penelitian ini bagaimana
Kantor Kecamatan dapat mencapai tujuan untuk menerapkan e-Government dan
melihat aspek hambatan yang signifikan sehingga belum maksimalnya penerapan e-
Government, kemudian persamaannya yakni memiliki kebijakan yang sama untuk

menerapkan e-Government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.®

Penelitian yang terakhir dengan judul Pengaruh Penerapan E-Government

Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu

"Bintang Yusuf Wijaya, Analisis Strategi Komunikasi Dalam E-Government Di Pemerintah
Kabupaten Penajem Paser Utara (Skripsi Sarjana; Program Studi Ilmu Komunikasi: Yogyakarta, 2018),
h. 1.

8 Diah Rachma Aprianty, Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu
Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (Jurnal Ilmu Pemerintahan 4. No.4
2016), h. 1589.
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Satu Pintu Kota Medan yang di teliti oleh Syahputra Hasan Haarahap, dimana pada
penelitiannya ingin mengetahui pengaruh diterapkannya e-government terhadap
kualitas pelayanan publik, apakah dengan adanya e-government ini memberikan
pengaruh positif terhadap Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang
membedakan yakni pada penelitian ini bagaimana penerapan e-Government dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam pelayanan perizinan dan
kesulitannya pasti berbeda dengan instansi pemerintah yang lainnya, kemudian
persamaannya yakni bagaimana dengan adanya e-Govermment ini memberikan
pengaruh terhadap pelayanan publik sehingga manfaatnya lebih banyak dari pada
kekurangan yang dimiliki oleh setiap instansi pemerintah.” Maka dari beberapa
penelitian yang berkaitan dengan e-Government mestinya dapat membuat kebutuhan
masyarakat menjadi mudah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya

yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

9 Syahputra Hasan Harahap, Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (Skripsi Sarjana:
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, 2018), h. 1.
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2.2 Tinjauan Teoritis

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan beberapa teori dalam

penyusunan skripsi ini, diantaranya:

2.2.1 Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Pelayanan publik menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003,
publik adalah segala pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.!® Maka pelayanan publik merupakan
kewajiban pihak penyelenggara dimana untuk memenuhi kebutuhan penerima
pelayanan, sehingga kebutuhan yang di inginkan dapat segera di berikan sesuai
kebutuhannya masing-masing.

Pelayanan publik Menurut Robert ialah segala bentuk kegiatan pelayanan
umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah dan di lingkungan
badan usaha milik negara atau daerah dalam barang atau jasa baik dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-
ketertiban.!! Dalam hal ini, pelayanan yang dimaksud memiliki keterkaitan hubungan
dengan beberapa pihak, disamping pelayanan kepada masyarakat ada juga pelayanan
kepada beberapa pihak-pihak guna meningkatkan kerja sama diberbagai bidang usaha.

Adapun juga pelayanan publik yang dikemukakan oleh Ratminto dan Atik Septi

Winarsih!? adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik

10 Lijan Poltak Sinambela, dkk. Reformasi Pelayanan Publik (jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.
5.

Neneng Siti Maryam, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (Jurnal Ilmu
Politik dan Komunikasi 4. No.1 Juni 2016), h. 8.

12 Hardiyansyah, Komunikasi Pelayanan Publik (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 23.
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maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan
oleh instansi pemerintah pusat, daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya menurut Lewis dan Gilman!? pelayanan publik adalah kepercayaan publik.
Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat
memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan.
bertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan
terhadap pelayanan pubilk untuk menjunjung tinggi kepercayaannya kepada
masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang adalah sebagai dasar untuk mewujudkan
tercapainya pemerintahan yang baik.

Peran pemerintah sebagai pemberi pelayanan yang tertinggi harus mampu
memberikan pelayanan yang optimal atas dasar peraturan perundang-undangan agar
pemenuhan kebutuhan berbagai pihak sehingga dapat terlayani dengan baik dan juga
dapat memberikan paying hukum serta keadilan yang merata bagi masyarakat agar

masyarakat merasa aman sekaligus haknya dapat terpenuhi.

13 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 21.
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2.2.2 E-Government

World bank memberikan defenisi untuk istilah e-Government, yaitu
penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan kepemerintahan yang memiliki
kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, dan
lembaga-lembaga pemerintah lainnya.'* Zweers and Planque mendefinisikan e-
Government yakni berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang
disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan
waktu, menawarkan nilai lebih untuk berpartisipasi pada semua kalangan. !>

Dengan demikian e-Government semata-mata bertujuan untuk peningkatan
kinerja antara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini penggunaannya untuk

meningkatkan pelayanan publik.

2.2.3 Penerapan

Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber
daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Pengertian
penerapan yang dikemukakan oleh Wahab yakni: Penerapan adalah tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh individu atau pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik, Dunn mengartikan penerapan
kebijakan merupakan pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun
waktu tertentu.'® Maka dari itu penerapan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang

terstruktur guna mencapai tujuan yang dimaksud dalam perencanaan. penerapan juga

14 Tata Sutarbi, Sistem Informasi Manajemen (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h. 295.

5 Annasia Sophia Dewi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Government
(Skripsi Sarjana Ekonomika dan Bisnis: Semarang, 2013), h. 17.

16 Annasia Sophia Dewi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Government
(Skripsi Sarjana Ekonomika dan Bisnis: Semarang, 2, No. 4, 2013), h. 14.
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dapat diartikan sebagai suatu aktivitas, aksi, tindakan atau adanya suatu sistem

implementasi untuk mencapai tujuan pekerjaan.

2.3 Tinjauan Konseptual
2.3.1 E-government

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi membawa perubahan besar-
besaran pada sistem tatanan kemanusiaan, dimana pada perubahan itu kita dapat
merasakan dampak yang sangat besar. Pada saat ini teknologi informasi dan
komunikasi sudah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan sehingga segala
sesuatu yang tadinya sulit di dapatkan kini kita dapat mendapatkannya dengan mudah.

Pemerintah pada tiap tingkatan, menggunakan internet untuk mengirim
informasi dan layanan kepada masyarakat, karyawan, dan organisasi bisnis yang
berhubungan dengan pekerjaan mereka. E-government mengacu pada penggunaan
teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan
dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait
lainnya secara digital.!” Sehingga sifatnya menjadi mempermudah semua pihak.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi didunia semakin meluas, hal
ini dapat dilihat tidak hanya diberbagai bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam
bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertahanan
dan keamanan negara, sosial dan sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi
digunakan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menguntungkan dibandingkan

dengan menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi.

17 Kenneth C. Laudon, Sistem Informasi Manajemen, Mengelola Perusahaan Digital (Jakarta:
Salemba Empat, 2019), h. 58.
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E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam lingkup pemerintahan, dengan tujuan efisien dan efektif dalam melakukan
pelayanan kepada masyarakat sehingga memudahkan dalam mengakses informasi dari
pemerintah. Adapun manfaat dengan menerapkannya e-government antara lain;

1. Menganut sistem fleksibilitas, artinya informasi dapat diakses dimana saja dan
kapan saja, tanpa tergantung jam operasional kantor.

2. Adanya keterbukaan (transparansi) antara pemerintah, pelaku bisnis, maupun
masyarakat secara umum.

3. Menciptakan kemandirian bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang
diinginkan.

4. Mengefisiensikan pelaksanaan pemerintahan tanpa harus mengadakan sistem
komunikasi secara langsung (tatap muka).'®

Kelebihan dari teknologi informasi dan komunikasi ini adalah dalam hal
kecepatan, kemudahan dan biaya yang tergolong lebih murah. maka dari itu teknologi
informasi dan komunikasi diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia.
Kaitannya dalam hal ini, pemerintah adalah pengurus harian dari suatu negara dan juga
sebagai pemberi layanan kepada msyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenang
tersebut, pemerintah memerlukan semua informasi yang ada dan kemudia akan
digunakan untuk menjalankan fungsinya, seperti perencanaan pembuatan kebijakan,

administrasi negara, dan sebagainya.

I8 Nurhakki, Andi Dian Fitriana, dan Khaerun Nisa, Implementasi E-government Pemerintah

Kota Parepare dan Perilaku Bermedia Masyarakatnya ( Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press,
2019), h. 14.



18

Informasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang pemerintah
diproses oleh suatu sistem informasi yang merupakan kumpulan dari sistem-sistem
yang digunakan untuk:

1. Mengumpulkan informasi,

2. Mengklasifikasikan informasi,

3. Mengelolah informasi,

4. Menginterpretasikan informasi

5. Mengambil informasi dari tempat penyimpanan,
6. Transmisi (penyampaian),

7. Penggunaan informasi.'”

Dalam pelayanan publik peran teknologi informasi dan komunikasi sangat
memberikan progres yang sangat baik bagi pemerintah dan masyarakat. Kini
masyarakat dengan menggunakan TI dapat mengakses informasi sebanyak mungkin
dan lebih mudah dalam mendapatkannya. Sistem pemerintahan saat ini dalam
meningkatkan pelayanan publik ada yang dikenal sebagai E-govermment. Menurut
World Bank dalam Anttiroiko, e-government adalah:

E-government refers to the use by government agencies of information
technologies that have ability to transform relations with citizens, businesses, and other
arms of government. These technologies can serve a variety of different end: better
delivery of government services to citizens, improved interactions with business and

industry, citizen empowernment though access to information, or more efficient

19 Tata Sutarbi, Sistem Informasi Manajemen (Y ogyakarta: Andi Offset, 2016), h. 294.
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government management. The resulting benefits can be less corruption, increased
transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions.’
E-government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi
informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungan kepada
masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait menuju good government World
Bank.?' Selain itu, e-government merupakan penggunaan teknologi informasi yang
dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain penggunaan
teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti:
1) G2C (Government to Citizen), penyampaian layanan publik oleh pemerintah ke
masyarakat
2) G2B (Government to Business), layanan transaksi elektronik antara pemerintah
dan pelaku bisnis

3) G2G (Government to Government), layanan pertukaran informasi secara online

antara institusi pemerintahan dalam suatu daerah.??

Sedangkan konsep yang diusung oleh EZ Gov, selaku konsultan dalam
penerapan e-Government memiliki pengertian penyederhanaan praktik pemerintah
dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dimana pengertian tersebut

dapat dibagi menjadi dua, yakni:

20 Mercu Buana, Reposisi Komunikasi Dalam Dinamika Konvergensi (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2012), h. 187.

21 Achmad Habibullah, Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan e-Government (Jurnal Ilmu
Administrasi negara 23, No.3, 2010), h. 188

22 Tata Sutarbi, Sistem Informasi Manajemen (Y ogyakarta: Andi Offset, 2016), h. 291.
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1) Online Service, yakni pemerintah menjalankan fungsinya ke masyarakat
maupun kepada pelaku bisnis dan pelayanan yang diberikan lebih sederhana
dan mudah kepada pihak yang terkait.

2) Government Operations, yakni kegiatan yang dilakukan oleh pegawai
pemerintah seperti electronic procurement, manajemen dokumen berbasiskan
web, formulir elektronik dan hal-hal lain yang dapar disederhanakan dengan
penggunaan internet.??

Sehingga peran pemerintah dalam hal ini kecamatan bacukiki barat berfokus
kepada meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berbasisis online service
dan juga government operations agar kemudahan yang diinginkan bisa di capai,
sehingga masyarakat akan terasa lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhannya
masing-masing.
2.3.1.1 Sistem Layanan Berbasis e-Government

Penggunaan e-Government di dalam sistem kepemerintahan memberikan
pengaruh yang signifikan, di samping penggunaannya dalam sistem pelayanan publik,
adapun juga beberapa sistem layanan yang menggunakan e-Government guna untuk
meningkatkan efisiensi dalam menggunakannya. maka dari itu, berikut sistem yang
menggunakan e-Government antara lain: (1) e-Budgeting, yakni sistem penyusunan
anggaran secara elektronik. (2) e-Procurement, yakni proses pengadaan barang/jasa
pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik. (3) e-Audit, yakni
pengawasan melalui pusat data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang
menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik audite atau

pihak yang diperiksa oleh BPK. (4) e-Catalog, yakni sistem informasi elektronik yang

23 Tata Sutarbi, Sistem Informasi Manajemen (Y ogyakarta: Andi Offset, 2016), h. 295.
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memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai
penyedia barang/jasa pemerintah. (5) e-Payment, yakni sistem pembayaran elektronik
yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi elektronik. (6) e-Controlling,
yakni sistem yang berfungsi untuk menghimpun, menganalisis, dan menyusun laporan
pelaporan hasil evaluasi dan monitoring realisasi kegiatan SKPD. (7) e-Health, yakni
suatu layanan dalam bentuk aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
dihubungkan dengan keseluruhan elemen fungsional pendukung sektor kesehatan.?*
Adapun juga sistem layanan yang ada di Kantor Kecamatan Kota Parepare yang
berbasis e-Government yang ditujukan kepada pelayanan publik bagi masyarakat
diantaranya, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) Email/Surat
elektronik  digunakan  untuk  kegiatan  persuratan dan ada  website

bacukikibarat.pareparekota.go.id yang berbasis e-Government dan masih banyak lagi.

2.3.1.2 Tujuan penerapan e-Government

Adanya e-Government semata-mata memiliki tujuan untuk membangun
hubungan yang baik dengan masyarakat yang berlangsung secara efektif, efesien serta
ekonomis. Hal tersebut diperlukan mengingat saat ini percepatan informasi sangat
dibutuhkan, maka fungsi negara dalam hal ini kecamatan bacukiki barat harus
menjalankan fungsinya sebagai pemberi pelayanan agar masyarakat merasa nyaman
dan aman, kesemua itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu
sendiri dan e-Government adalah salah satu caranya.

Tata pemerintahan yang baik memiliki unsur, yakni:

24Sita N, Penerapan Sistem E-Government Di Indonesia, https://www.goodnewsfrom
indonesia.id/2018/01/23/penerapan-sistem-e-government-di-indonesia (Diakses  pada tanggal 12
November 2021)
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. Partisipasi

Dalam hal ini, pria maupun wanita sama-sama memiliki suara dalam
pengambilan keputusan.

Supremasi hukum

Hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum yang
menyangkut hak asasi manusia.

. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Maka informasi
harus terbuka kepada masyarakat.

Cepat tanggap

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani
semua pihak yang berkepentingan.

. Membangun Konsensus

Tata pemerintah yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang
berbeda demi terbangunnya konsesnsus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik

bagi kelompok masyarakat.

. Kesetaraan

Semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau

mempertahankan kesejahteraan mereka,

. Efektif dan Efisien

Proses kepemerintahan dan kelembagaan membuahkan hasil sesuai betutuhan

warga masyarakat yang dapat mempermudah dalam mengaksesnya.
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8. Bertanggung Jawab

Para pengambil keputusan di pemerintahan bertanggung jawab kepada

masyarakat dan bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda-beda sesuai

dengan kebutuhannya.
9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan

atas tata pemerintah yang baik dan pembangunan manusia.?

Dari beberapa unsur konsep pemerintahan yang baik, maka pemerintah harus
menjalankan fungsinya sebagai pemberi pelayanan yang baik sehingga salah satu
tujuan penerapan e-Government adalah untuk mencapai suatu tata pemerintah yang
baik dan meningkatkan hubungan yang baik kepada masyarakat dengan dasar efisiensi,

efektif, dan ekonomis.

2.3.2 Faktor Penerapan e-Government

Sejak adanya INPRES Nomor 3 Tahun 2003, kini di berbagai wilayah di
Indonesia menerapkan pelayanan publik berbasis e-Government semata-mata
menjawab tantangan era globalisasi yang semakin pesat, serta menghadapi batasan-
batasan birokrasi yang begitu panjang. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang menjadi
penghambat dan sekaligus pendukung penerapan e-Government yang telah dirumuskan
oleh Gil-Garci’a dan Pardo diantaranya: Faktor penghambat, (1) Informasi dan data,
(2) Teknologi informasi, (3) Organisasi dan manajerial, (4) Regulasi dan hukum, (5)

Lingkungan dan kelembagaan.

25 Tata Sutarbi, Sistem Informasi Manajemen (Y ogyakarta: Andi Offset, 2016), h. 298.
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Adapun juga yang menjadi faktor pendukung penerapan e-Government yang
dirumuskan oleh Gil-Garci’a dan Pardo yakni: (1) Perencanaan yang menyeluruh,
masukan dari pengguna, (2) Mudah digunakan, bermanfaat dan memiliki
contoh/prototype, (3) Memiliki keterampilan dan keahlian dari struktural, perencanaan
dan tahapan yang baik, komunikasi yang baik, pelatihan yang memadai, dan
pengkajian terkini, (4) Standar dan kebijakan teknologi informasi, (5) Kepemimpinan
dari eksekutif, dukungan dari legislative dan kemitraan antara pemerintah dan
masyarakat.?¢

Kedua faktor tersebut yakni pendukung dan penghambat, dapat disimpulkan
bahwa penerapan e-Government tidak semudah dalam pengaplikasiannya, karena dari
kebijakan maupun regulasi yang ada pasti memiliki hambatan dalam menerapkan
pelayanan publik berbasis e-Government, sehingga dalam menerapkan layanan
tersebut harus mengambil langkah-langkah dalam mengatasi setiap hambatan yang

nantinya akan terjadi.

2.3.3 Pelayanan Publik
Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan
menjadi dua kategori utama yakni, pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum.
Dalam hal ini, pelayanan umum berkaitan langsung dengan masyarakat karena peran
pemerintah harus memenuhi kewajibannya sebagai pemberi pelayanan kepada
masyarakat, yang dimana dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:
1. Pelayanan Administratif yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai jenis

bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik misalnya: Pembuatan kartu

26 Chairina, Faktor-faktor Kesuksesan Implementasi E-Government di Provinsi Jawa Barat

Menggunakan Analisis Hermeneutik, (Skripsi Sarjana: Program Studi Magister Teknologi Informasi:
Jakarta, 2014), h. 18.
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tanda penduduk (KTP), sertifikat tanah, akta kelahiran, akta kematian, buku

pemilik kendaraan bermotor (BPKB), ijin mendirikan bangunan (IMB), paspor,

dan sebagainya.

2. Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis
barang yang digunakan oleh publik; misalnya, jaringan telfon, penyediaan
tenaga listrik, penyediaan air bersih.

3. Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang
dibutuhkan oleh publik; misalnya, pendidikan tinggi dan menengah,
pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi
lingkungan, persampahan, drainase, jalan dan trotoar, penangulangan bencana:
banjir, gempa, gunung meletus, dan kebakaran, pelayanan sosial (asuransi atau
jaminan sosial/social security).”’

Menurut Undang-undang No.25 Tahun 2009 Pasal 1 yang menyatakan bahwa
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.?

Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. Adapun juga menurut Kepmenpan
No.63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

27 Ismanto Setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima (Yogyakarta: Gava Media, 2014), h.
141.

28 Hardiyansyah, Komunikasi Pelayanan Publik (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 16.
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kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentutan peraturan perundang-

undangan.?’ Di dalam keputusan MENPAN No. 63 tahun 2003 disebutkan bahwa

penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1.

Kesederhanaan

Prosedur pelayanan tidak berbelit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Kejelasan
e Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
e Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/sengketa
e Rincian biaya dan tata cara pembayaran
Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan

Akuransi

Produk layanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian
hukum

Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk

bertanggung jawab atas pelayanan dan penyelesaian keluhan/sengketa.

29 Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.
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7. Kelengkapan sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadahi termasuk
sistem TI dan telekomunikasi

8. Kemudahan akses
Tempat dan Lokasi pelayanan mudah di jangkau dan mudah dalam
memanfaatkan sistem TI (Teknologi Informasi) dan telekomunikasi.

9. Kedisiplinan
Pemberi pelayanan harus disiplin, sopan, dan ramah.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang

nyaman yang dilengkapi sarana pendukung pelayanan seperti parkir, kamar

mandi, dan lain-lain.>°

Sehingga sebagai pemberi layanan harus memperhatikan beberapa prinsip
pelayanan publik yang ada di dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 dan
tak kalah pentingnya dalam prinsip tersebut yakni kemudahan dalam mengakses,
mengapa demikian karena masyarakat kebanyakan ingin mendapatkan pelayanan
dengan mudah dan cepat sehingga pemberi pelayanan harus memperhatiakan hal
tersebut.

Adapun fungsi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang pelayanan publik pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat
dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Kepastian hukum terhadap hak dan

kewajiban warga negara dalam penerimaan pelayanan publik. Masyarakat mempunyai

30 Ismanto Setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima (Yogyakarta: Gava Media, 2014), h.
144.
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hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang
cepat, mudah, baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah tepat
waktu, dan baik.*! Artinya bahwa, setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan
yang baik serta dapat menjamin hak dan kewajiban setiap masyarakat sesuai dengan
peraturan yang telah di tetapkan.

Pelayanan publik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan
manusia sebagai penerima pelayanan, karena setiap manusia memiliki kebutuhan yang
berbeda-beda yang harus dipenuhi. Masyarakat dalam hal ini sebagai penerima
pelayanan wajib mendapatkan pelayanan yang lebih baik, dengan pelayanan yang lebih
baik maka masyarakat dapat merasakan dampak dari pelayanan yang diberikan.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik tidak lain hanya untuk memuaskan
masyarakat. Untuk mencapai pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat maka
setidaknya tercermin atas beberapa hal, yakni:

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses
oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta
mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi

dan efektivitas.

31 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 51
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Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari
aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-
lain.

Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.>?

Pelayanan publik semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang menerima

pelayanan. Jika pelayanannya baik, masyarakat akan merasa puas terhadap pelayanan

yang diberikan. Kepuasan masyarakat menjadi acuan baik atau buruknya pelayanan

publik. Adapun tujuan pelayanan publik pada pasal Undang-undang Nomor 25 Tahun

2009 menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik antara lain:

a.

Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab,
kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik;

Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai
dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan

Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.3

32 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 52.
33 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 52.
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Beberapa tujuan pelayanan publik yang ada diatas, maka yang perlu
diperhatikan bahwa pelayanan yang dilakukan harus memperhatikan perlindungan dan
kepastian hukum bagi masyarakat, serta menjalankan kewajiban bagi penyelenggara
agar hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dapat terpenuhi.

Tujuan pelayanan publik di Indonesia masih mengalami berbagai kendala dan
tantangan. Sofia mengemukakan 4 (empat) kendala yang dihadapi oleh Indonesia
dalam pembangunan pelayanan publik, yaitu: pertama, politik. Persoalan politik
menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menjalankan proses pemerintahan. Sistem
politik di Indonesia dengan demokratisasinya memberikan ruang yang luas bagi
elemen politik untuk berkompetisi dalam jabatan politik. Sehingga apabila pelayanan
yang sudah dibangun sejak awal kemudian pemimpin yang diganti maka pembangunan
akan menjadi tertunda karena pergantian kepemimpinan.

Kedua, lemahnya penggunaan teknologi. Teknologi menjadi bagian yang tak
terpisahkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pertama dalam pemberian
pelayanan publik. Pemerintahan melalui berbagai kebijakannya dalam mengeluarkan
kebijakan publik yang berbasis pada teknologi informasi. Teknologi informasi dalam
pelayanan publik menjadi kebutuhan utama sebagai bagian dari meningkatkan
efektivitas dan efisiensi. minimnya penggunaan teknologi dalam berbagai pelayanan
kepada masyarakat mengakibatkan ketidak efektifan dan ketidakefisiennya pelayanan
publik. Sistem manual yang masih digunakan dalam pemberian pelayanan sudah tidak
memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan mudah. Pemerintah
harus terus memacu pengembangan dan peningkatan teknologi informasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat
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dalam pelayanan publik dan kebutuhan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan secara prima.

Ketiga, rekrutmen pegawai. Rekrutmen pegawai yang tidak efektif memberikan
gerak yang tidak seimbang dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Ketidakefektifan rekrutmen pegawai menjadikan berbagai aspek pelayanan terkendala,
baik secara langsung dan tidak langsung. Pelayanan publik harus dilakukan oleh
aparatur yang mempunyai kompetensi yang tinggi, kualitas keterampilan yang
memadai, dan sikap dan perilaku yang baik sehingga pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan  melalui  pemberian pelayanan kepada publik dapat di
pertanggungjawabkan. Sudah menjadi keharusan bagi pemerintah terus melakukan
berbagai langkah konkret dalam mengatasi persoalan rekrutmen Aparatur Sipil Negara
(ASN). Sehingga dalam menjalankan pelayanan publik yang berbasis e-government
dibutuhkan SDM yang memumpuni dalam bidan IT agar dapat memaksimalkan kinerja
pelayanan publik.

Keempat, reward dan punishment pemerintah masih dinilai kurang
memberikan perhatian secara penuh kepada aparatur yang berprestasi. Dengan cara
memberikan reward serta punishment dapat memberikan semangat serta motivasi
menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan baik kepada masyarakat sebagai
bahan acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.34

Beberapa unsur yang telah dikemukakan bahwa yang paling penting dalam
menjalankan pelayanan publik terletak kepada SDM yang memberikan pelayanan,
sehingga dalam pelayanan publik segala hak yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat

terpenuhi, serta dalam perkembangan zaman kualitas SDM sangat dibutuhkan dalam

34 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 53.
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mengembangkan sistem yang berbasis teknologi dimana dapat mempermudah bagi

pemerintah dan kepada masyarakat itu sendiri.

Moenir menyebutkan ada 6 (enam) faktor pendukung pelayanan publik, yang

saling berpengaruh dan secara bersama-sama mewujudkan pelaksanaan pelayanan

secara baik yakni:

1.

Faktor kesadaran, yang dimana pejabat/petugas yang berperan sebagai pemberi
pelayanan kepada masyarakat adanya kesadaran dalam menjalankan tugas
dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, dan disiplin.

Faktor aturan, dalam hal ini perlu diperhatikan adalah penggunaan kewenangan
yang harus diikuti dengan pemenuhan hak, kewajiban dan tanggung jawab.
Faktor organisasi, yang dimana merupakan suatu sistem yang menjalankan
layanan kepada masyarakat . Dalam hal ini suatu sistem yang menjadi satu
kesatuan yang saling mempengaruhi, selain sistem perlu juga diperhatikan
adalah metode dan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan.

Faktor pendapatan, dimana pada faktor ini merupakan imbalan yang diberikan
kepada petugas yang menjalankan kewajibannya dalam memberikan
pelayanan.

Faktor kemampuan dan keterampilan petugas, yang dimana setiap petugas
harus memiliki skil/ agar pelayanan yang diberkan dapat terlaksanakan dengan
baik.

Faktor sarana pelayanan, dimana perlengkapan kerja dan fasilitas lainnya

berfungsi membantu dalam melaksanakan pekerjaan.?

35 Jailani, Pelayanan Publik: Kajian Pendekatan Menurut Perspektif Islam (Jurnal Al-Bayan

19, No. 27 Januari-Juni 2013), h. 97.
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Berdasarkan beberapa faktor pendukung terlaksananya pelayanan publik yang
baik, maka penting bagi suatu instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat
untuk memperhatikan berbagai aspek yang menjadi prioritas dalam meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, adanya beberapa faktor yang dijelaskan memberikan
gambaran kepada suatu instansi hal-hal yang sekiranya perlu ditingkatkan.

Pada dasarnya dalam memberikan sebuah layanan kepada masyarakat perlu
memperhatikan standar pelayanan publik yang dimiliki oleh pemberi pelayanan kepada
masyarakat, maka dari itu setidaknya standar layanan yang harus diterapkan antara
lain:

a. Prosedur Pelayanan
Dalam hal ini harus ditetapkan standar prosedur pelayanan yang dibakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur pengaduan.

b. Waktu penyelesaian

Harus ditetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan sejak

saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk

pengaduan.

c. Biaya Pelayanan
Harus ditetapkan standar biaya/tariff pelayanan termasuk rinciannya yang
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Hendaknya setiap kenaikan

tarif/biaya pelayanan diikuti dengan peningkatanan kualitas pelayanan.
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d. Produk Pelayanan
Harus ditetapkan standar produk (hasil) pelayanan yang akan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan harga pelayanan yang telah
dibayarkan oleh masyarakat, mereka akan mendapat pelayanan berupa apa saja.
e. Sarana dan Prasarana
Harus ditetapkan standar sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.
f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Perlu ditetapkan standar kompetensi petugas pemberi pelayanan berdasarkan

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.®

Setidaknya pihak yang terkait dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat harus memperhatikan beberapa standar pelayanan publik yang dibutuhkan,
agar pelayanan dapat maksimal. Jika sudah tercapainya pelayanan publik yang baik
maka akan tercipta pelayanan yang prima dimana dalam bentuk pelayanan prima
diantaranya seperti ramah, senyum sopan, cepat terbuka, dan bertanggungjawab.
Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “excellent service” yang secarah
harfiah pelayanan terbaik atau sangat baik.

Pelayanan prima adalah kegiatan untuk memberikan nilai tambah agar dapat
memenuhi atau melampaui harapan pelanggang. Pelayanan prima merupakan
terjemahan “excellent service”, yang berarti pelayanan yang sangat baik atau

pelayanan yang terbaik. Lehtinen, mengemukakan bahwa pelayanan adalah suatu

36 Daryanto dan Ismayanto setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima (Y ogyakarta: Gava
Media, 2014), h. 107.



35

kegiatan atau suatu urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung dengan

manusia atau secara mesin secara fisik untuk menyediakan kepuasan konsumen.?’

Artinya bahwa pelayanan itu dapat berupa bertemu langsung dengan masyarakat dan

bisa juga pelayanan itu dengan menggunakan alat elektronik sehingga pelayanan yang

dilakukan bisa dimana saja.

Ada beberapa indikator pelayanan prima dalam Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 81/1993 antara lain:

a.

Kesederhanaan dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan yang tidak
rumit.

Kejelasan dan kepastian adanya prosedur/tata cara; persyaratan, baik teknis
maupun administrasi.

Keamanan dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat
memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum.
Keterbukaan, dalam arti prosedur/tata cara, persyaratan dll, yang berkaitan
dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar
mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak
diminta.

Efisien, dalam arti persyaratan pelayanan umum dibatasi hanya pada hal-hal
yang berkaitan langsung dengan produk pelayananan umum yang diberikan dan
dicegah adanya pengulangan kelengkapan persyaratan.

Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya harus ditetapkan secara wajar dan tidak
menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran, memperhatikan kondisi dan

kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum.

37 Daryanto dan Ismayanto setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima (Y ogyakarta: Gava

Media, 2014), h. 110.
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g. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum harus
diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan
secara adil.

h. ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan

dalam waktu yang telah ditentukan.®

Dengan kualitas pelayanan publik yang baik maka masyarakat akan merasa
terpuaskan. Dari beberapa hal yang menjadi cerminan kualitas pelayanan publik yang
baik, pada bagian transparansi menjadi hal yang sangat menarik bagi peneliti,
dikarenakan masyarakat ingin hal yang mudah diakses serta mudah juga untuk
dipahami dan keterbukaan informasi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat.

informasi yang dibutuhkan masyarakat pastinya sudah di olah terlebih dahulu
sebelum sampai ke masyarakat, oleh karena itu penggunaan alat elektronik seperti
komputer maupun handphone di dalam kalangan masyarakat tidak dapat dipisahkan,
karena dengan menggunakan alat elektronik masyarakat dengan mudah mendapatkan

Informasi dimana saja.

2.3.4 Kualitas Pesan
Menurut Burch dan Gery Grudnitski, kualitas pesan/informasi ditentukan oleh
beberapa hal antara lain: Pertama; pesan harus akurat, yang berarti pesan yang

disampaikan terbebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima

38 Daryanto dan Ismayanto setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima (Y ogyakarta: Gava
Media, 2014), h. 111.
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informasi. Kedua; tepat waktu, informasi yang disampaikan harus tepat pada waktunya,
sebab informasi yang terlambat mempunyai nilai yang tidak baik.

Kualitas pesan Ketiga; pesan/informasi harus relevan artinya informasi harus
memiliki manfaat bagi peneriman pesan dan masing-masing orang memiliki kebutuhan
yang berbeda-beda. Keempat; ekonomis, informasi yang dihasilkan mempunyai
manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya dan sebagian
besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang
tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya, dan Kelima; mudah, informasi mudah
dipahami dan mudah diperoleh.* Jika pesan atau informasi yang diberikan sesuai
dengan kualitasnya maka masyarakat dapat mudah mendapatkan informasi tersebut

dan juga memberikan kemudahan yang lebih banyak.

2.3.5 Konsep Komunikasi Digital

Seiring berkembangnya zaman, tidak menutup kemungkinan berbagai bidang
terdampak akan perkembangan tersebut, khususnya dalam teknologi informasi dan
komunikasi yang sangat terpengaruh. Perkembangan tersebut membawa era baru di
zaman saat ini dan berbagai batasan dalam penyebaran informasi kini mulai dapat di
minimalisir karena adanya berbagai inovasi.

konsep komunikasi digital adalah konsep penting dalam komunikasi digital
termasuk internet dan mencakup elemen-elemen yang tidak ada pada internet, seperti
CD-ROM, multimedia, atau perangkat lunak komputer virtual reality (gambar tiga

dimensi yang seperti nyata).®® Artinya bahwa konsep komunikasi digital

39 Hardiyansyah, Komunikasi Pelayanan Publik (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 39.
40 Suryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 382.
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memanfaatkan jaringan internet serta beberapa perangkat elektronik yang digunakan

untuk bertukar informasi.

2.3.5.1 Sinyal Analog

Sinyal analog setidaknya memiliki dua parameter/ karakteristik penting.
Parameter tersebut adalah amplitudo dan frekuensi. Bentuk sinyal analog yang paling
sederhana dapat dinyatakan sebagai gelombang sinus. Hal ini di karenakan gelombang
sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Gelombang pada sinyal
analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus tersebut memiliki tiga variable
dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan phase.*' Amplitudo yakni suatu ukuran tinggi
rendahnya tegangan sedangkan frekuensi jumlah sinyal analog dalam satuan detik dan
phase yakni besar sudut sinyal analog pada saat tertentu, sehingga variable dasar ini
membentuk gelombang sinus yang transmisinya dapat dicapai dengan jarak yang jauh

akan tetapi dapat terpengaruh dengan noise.

2.3.5.2 Sinyal Digital

Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami
perubahan secara tiba-tiba dan amplitudo dari sinyal tersebut tidaklah kontinyu dan
memiliki variasi nilai amplitudo yang terbatas.*? Artinya sinyal digital tidak memiliki

amplitudo yang kontinyu sepanjang waktu tidak seperti sinyal analog.

41 Tkwan Taufik, Komunikasi Data (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 43.
42 Ikwan Taufik, Komunikasi Data (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 42
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Berdasarkan hal tersebut sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk

gelombang yang kontinyu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik

gelombang. Artinya, amplitude dari sinyal akan terus menerus di salurkan dalam

rentang waktu tertentu dan memiliki variasi amplitudo yang tak terbatas. Sebaliknya

sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan

secara tiba-tiba dan amplitudo dari sinyal tersebut tidaklah kontinyu dan memiliki

variasi nilai amplitudo yang terbatas.

2.3.5.3 Keuntungan Sistem Digital

Proses transmisi data yang menggunakan sistem digital (dikonversi menjadi

sinyal digital) akan mempunyai beberapa keuntungan antara lain:

1.

Sistem digital hanya menangani dua macam sinyal “On” atau “Off” sebab itu
mudah untuk menanganinya serta mudah dalam memperbaiki kesalahan yang
dialaminya selama perjalanan.

Untuk deteksi “On” dan “Off” mudah.

Pembuatan rangkaian digital lebih mudah.

Dengan sistem coding, maka error yang terjadi selama perjalanan pada sinyal
digital dapat diperbaiki.

Sinyal digital dapat di-compress walau dengan mengorbankan kualitas
sehingga kebutuhan frekuensi dalam pengiriman dapat dikurangi. Pada
dasarnya transmisi sinyal digital membutuhkan bandwith yang jauh lebih besar
daripada sinyal analog. Namun teknologi compress maka bandwith yang

dibutuhkan dapat diturunkan.
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6. Sistem digital dapat diproses terpadu dengan sistem komputer dengan proses
lewat komputer ini, maka pengelolahan sinyal digital sangat mudah dan
features yang dapat ditawarkan dapat sangat bervariasi.

7. Transmisi digital lebih andal dibandingkan transmisi analog

8. Sinyal digital jauh mudah di gabungkan (multiplexing).*

Maka dapat dilihat bahwa, penggunaan sinyal digital jauh lebih baik daripada
menggunakan sinyal analog dikarenakan sinyal digital dapat memaksimal kinerja
sinyal analog yang masih memiliki banyak kekurangan, sehingga penggunaan sinyal
digital sangat dapat membantu proses mengirim atau menerima informasi yang lebih

mudabh.

43 Ikwan Taufik, Komunikasi Data (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 50.
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2.4 Bagan Kerangka Pikir

Bagan kerangka pikir adalah suatu gambaran atau berupa konsep yang dimana
menjelaskan alur dari penelitian itu sendiri, sehingga mempermudah dalam
melaksanakan penelitian.

1.1 Bagan Kerangka Pikir

Kecamatan Bacukiki Barat

Kota Parepare

Pelayanan Publik
7y
v
> Penerapan E- R
l Government !
Pendukung dan
Respon Penghambat

Masyarakat Kecamatan

A

Bacukiki Barat

Pada kerangka pikir dapat dilihat bahwa konsep dari penelitian ini yakni,
peneliti akan memulai pada proses mencari data di Kantor Kecamatan Bacukiki Barat
kota parepare sebagai data utama yaitu dengan cara melakukan wawancara yang
berwewenang dengan e-Government , kemudian bagaimana penerapan pelayanan
publik yang berbasis e-Government yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat, kemudian
apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung penerapan e-Government. Serta

apa yang menjadi respon masyarakat terhadap layanan tersebut.



BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang
menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang berbentuk kata-kata atau
gambar daripada angka-angka.** Hasil penelitian berisi kutipan-kutipan untuk
menggambarkan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkip
wawancara, catatan lapangan, fotogradi, videotape, dokumen pribadi, memo dan

rekaman resmi lainnya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare
tepatnya pada Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian selaku pemberi
pelayanan kepada masyarakat yang akan dimintai informasinya. Penelitian ini

membutuhkan waktu penelitian selama 2 bulan.

Kecamatan Bacukiki Barat terletak antara 119° 37 36,27 BT dan 4°02°33,57”
LS merupakan salah satu dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kota Parepare yang
secara rinci mempunyai batasan-batasan administrasi sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru;

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bacukiki.

44 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3.

42
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Kecamatan Bacukiki Barat yang berada di sebelah Selatan dan sebagian
wilayahnya berada di pusat Kota Parepare merupakan salah satu dari 4 Kecamatan yang
ada di Kota Parepare, dengan luas wilayah 99,33 Km? dan berada pada ketinggian 0 —
200 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Bacukiki Barat adalah pusat kegiatan
kemasyarakatan, pemerintahan maupun pembangunan, di samping itu merupakan kota
jasa, niaga dan pendidikan dengan memiliki 1 (satu) pasar Tradisional/semi modern
dan 2 (dua) Perguruan Tinggi. Luas Kecamatan Bacukiki Barat seluruhnya = 13Km?

dengan rincian setiap kelurahan.*>

Tabel 3.1 Pembagian Wilayah dan Luas Kelurahan di Kecamatan

Bacukiki barat
No. | Kelurahan Luas (Km?) | Jumlah RW | Jumlah RT
1. | Bumi Harapan 6,16 5 16
2. | Lumpue 4,99 9 19
3. | Sumpang Minangae 0,31 4 13
4. | Cappa Galung 0,70 5 15
5. | Kampung Baru 0,46 4 16
6. | Tiro Sompe 0,38 5 21
Jumlah 13 32 100

Berdasarkan data pembagian wilayah di atas dapat dilihat wilayah pembagian
Kecamatan Bacukiki Barat kedalam wilayah Kelurahan yang memiliki luas terkecil

adalah Kelurahan Sumpang Minangae dan kelurahan terbesar ialah Bumi Harapan.

45 Laporan Kinerja Kecamatan Bacukiki Barat tahun 2020
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Keberhasilan pemerintah kecamatan dalam menyelenggarakan roda
pemerintahan di wilayahnya dipengaruhi oleh jumlah, komposisi dan karakter
penduduknya. Hal ini disebabkan karena unsur penduduk sangat penting
kedudukannya terlebih dalam proses pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan
dari Walikota kepada Camat sebab yang akan dilayani adalah masyarakat oleh karena

itu perlu pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat selaku konsumen.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada penerapan E-Government yakni penggunaan
teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berada di kantor
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, dimana penelitian ini guna untuk
mengetahui bagaimana penerapan pelayanan publik yang berbasis E-Government di

Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang sudah berjalan sejak tahun 2018.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif
ialah kata-kata dan tindakan selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen, dan lain-
lain. Sehingga dapat dilihat bahwa sumber data dibagi menjadi dua yakni data utama
dan data pendukung.*® Akan tetapi pada penelitian ini hanya memfokuskan untuk
mencari data utama dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dan

juga ada beberapa data sekunder untuk sebagai pelengkap.

46 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 169
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3.4.1 Data Primer

Data primer atau biasa dikenal dengan data utama yang didapatkan dilokasi
penelitian berlangsung. Data ini didapatkan dari hasil wawancara yang mendalam dari
objek penelitian dalam hal ini Kantor Kecamatan Bacukiki Barat yang dimana
memberikan data Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai responden
yang bertugas memberi pelayanan kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan
Bagian Keuangan dan Program sebagai yang menangani pengembangan atau
penerapan e-Government yang ada di kecamatan bacukiki barat.

Serta wawancara yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon
masyarakat terhadap penggunaan layanan publik yang berbasis e-government tersebut
yang dimana melakukan wawancara terhadap masyarakat kecamatan bacukiki barat
yang berjumlah 4 (empat) orang. Data yang didapatkan nantinya memiliki keabsahan
yang kuat dan informasi yang didapatkan bersifat falid sehingga menjadi bahan utama

untuk ke tahap selanjutnya.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder atau yang dikenal sebagai data pendukung juga berguna dalam
penelitian, disamping melengkapi data yang ada juga cara memperolehnya cukup
mudah. Data ini biasanya berupa jurnal, literasi, buku laporan, dan dokumen-dokumen
lainnya. Maka dari itu kedua data ini, yakni data primer dan data sekunder merupakan
kunci yang digunakan peneliti untuk dijadikan bahan dalam melakukan tahan
penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data sekunder berupa

dokumen, serta foto dari aplikasi layanan e-Government.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini sangat memiliki peran yang penting dalam mengumpulkan data,
dengan teknik yang tepat maka data yang akan didapatkan memiliki tingkat keabsahan
yang akurat. Pengumpulan data dalam penelitianini bertujuan untuk mendapatkan
bahan-bahan, keterangan, kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Dalam
memperoleh data tersebut di penelitian ini menggunakan teknik-teknik, prosedur-
prosedur, alat-alat serta dalam proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui:
Observasi, dokumentasi, dan wawancara.*’ Dari beberapa teknik yang dilakukan maka

akan mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian.

3.5.1 Observasi

Pada tahap observasi, ada begitu banyak pengertian mengenai observasi yang
telah dikemukakan oleh ahli antaranya: menurut Poerwandari berpendapat bahwa
observasi merupakan metode yang paling dasar, karena dengan cara tertentu kita selalu

terlibat dalam proses mengamati.*®

adapun juga pendapat dari Ngalim Purwanto
dimana observasi ialah metode atau cara menganalisis dan melakukan pencatatan
secara terstruktur mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau
kelompok secara langsung.* Dengan berbagai macam pendapat, maka peneliti

berkesimpulan bahwa observasi merupakan tahap dimana seorang melakukan

pengamatan secara mendalam terhadap objek penelitian dalam hal ini Kantor

47 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 93
48 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),
h. 143

49 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 94
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Kecamatan Bacukiki Barat sebagai pelaksana penerapan e-Government untuk

mendapatkan berbagai informasi.

Unsur-unsur yang terdapat dalam observasi yakni: pertama, melihat situasi
ruang (tempat) yang ingin diteliti, kedua yakni orang dalam hal ini pemberi pelayanan
yang terlibat langsung dengan masyarakat, ketiga yakni apa saja yang menjadi kegiatan
didalam lokasi penelitian tersebut, keempat yaitu benda apa saja yang berada di lokasi
bisa berupa komputer, meja, kursi dan lain sebagainya. Adapun peneliti yang
ketemukan bahwa, dalam observasi semestinya pelayanan yang dilakukan dengan cara
online akan tetapi yang dijumpai masih banyaknya warga yang melakukan pelayanan
dengan datang langsung ke kantor sehingga belum maksimalnya pelayanan yang

berbasis e-Government ini.

3.5.2 Wawancara

Pada tahap ini wawancara merupakan cara yang digunakan peneliti untuk
mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Dalam wawancara penelitian kualitatif
hanya sekedar melakukan percakapan yang bersifat informal ke formal dengan
berbagai macam prosedur yang mesti dipatuhi oleh peneliti. Dengan wawancara kita
dengan mudah mengetahui berbagai informasi yang dibutuhkan akan tetapi tidak
sampai disitu saja, calon peneliti juga mesti mengambil sudut pandang yang berbedah,
artinya tidak satu informan saja yang diwawancara akan tetapi peneliti juga harus
mewawancarai informan yang terikat seperti masyarakat dalam hal ini yang
menggunakan e-government.

Saat melakukan wawancara ada beberapa aturan yang perlu di perhatikan,

antaranya, memperhatikan prosedur wawancara, memilih waktu lokasi yang telah di
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setujui, sesaat melakukan wawancara terlebih dahulu memperkenalkan diri serta
maksud dan tujuannya, pertanyaan yang diberikan harus relevan artinya sesuai dengan
isi dari penelitian dan juga siapkan alat perekam suara agar data atau informasi yang
disampaikan tidak ada yang terlewatkan. Serta dalam wawancara ini melakukan jenis
wawancara terstruktur. Pada proses wawancara terstruktur dilakukan dengan
menggunakan instrument pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan
diajukan kepada informan agar mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah

penelitian.>® Maka hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang ada dipedoman.

3.5.3 Dokumentasi

Pada penelitian kualitatif ada istilah dokumen. Kata dokumen berasal dari
bahasa latin yaitu docere, berarti mengajar. Menurut Gottschalk Kata dokumen
(dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian
yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar,
atau arkeologis.”! Dalam penelitian ini, dokumen yang diambil diantaranya, dokumen
pribadi, file yang berisi informasi tentang pihak instansi, foto atau gambar fisual yang
di ambil saat di instansi, serta hasil wawancara dengan pihak yang terkait.

Dokumentasi memiliki banyak pengertian di kalangan ahli, akan tetapi yang
menjadi kunci utama dalam dokumentasi yakni, proses menggambarkan suatu keadaan
dalam hal ini penelitian kualitatif guna memberikan bukti bahwa data yang dicari

mempunyai keabsahan yang kuat sehingga hasil yang akan dicapai menjadi lebih baik.

50 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),
h. 162.

51 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),
h. 175
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dari penelitian ini dokumentasi yang diperoleh yakni berupa data dari file yang dimiliki

oleh Kecamatan Bacukiki Barat.
3.6 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh
dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data
yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian
52

kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability.

Artinya apa yang diperoleh tidak berbeda jauh datanya dengan apa yang terjadi.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan huberman mengcakup
tiga kegiatan yang bersamaan yakni: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3)
penarikan kesimpulan. Pada tahap ini prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan
bersamaan dengan proses pengumpulan data.”® Dari beberapa tahapan analisis data

perlu dilakukan dengan baik agar hasil dari penelitian dapat dimaksimalkan.

3.7.1 Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,
pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Artinya bahwa semua
data yang didaptkan akan di golongkan, menajamkan, mengarahkan, membuang yang

tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dengan proses

52 Muhammad Kamal Zubair, dkk, Pedoman Penulisan Karyallmiah (Parepare: IAIN Parepare
Nusantara Press, 2020), h. 48.

53 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),
h. 210
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reduksi ini data yang didapatkan benar-benar mencari data yang harus valid.>*
Sehingga dengan demikian, data nantinya akan lebih valid jika yang diambil hanya

sesuai dengan fokus penelitian.

3.7.2 Penyajian data

Pada tahap ini informasi yang tersusun akan memberi kemungkinan untuk
menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian berupa sebuah teks
naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya agar dapat memudahkan
membaca dan menarik kesimpulan, oleh karena itu sajiannya harus tertata dengan
rapi.>® Maka dari itu peneliti nantinya akan menyajikan data berupa teks naratif dimana

dapat memudahkan pembaca dalam mengerti bagaimana hasil dari penelitian ini.

3.7.3 Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir pada tehnik analisis data dimana
pada tahap ini setiap data harus diuji kebenaran dan kesesuainnya sehingga validitasnya
terjamin dan kemudian mengkaji secara berulang terhadap data yang ada. Langkah
selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang
berbeda dengan temuan yang sudah ada.’® Dengan mengacu pada hasil temuan yang

sudah di dapatkan maka dapat menarik kesimpulan.

54 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 129.
35 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 130.
56 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Penerapan E-Government di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Instansi pemerintah dalam hal ini Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare
merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerapkan layanan publik yang
berbasis e-government yang dimana layanan publik tersebut memiliki manfaat yang
banyak kepada penggunanya dalam hal ini masyarakat kecamatan bacukiki barat.
Disamping bermanfaat pastinya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan yang
menjadi prioritas sehingga penerapan e-government ini begitu penting untuk
diterapkan. Oleh karena itu Kecamatan Bacukiki Barat sebagai pemberi pelayanan
publik kepada masyarakat harus memberikan pelayanan yang maksimal, karena
pelayanan yang baik dapat memberikan umpan balik yang lebih baik antara Kecamatan
Bacukiki Barat dengan masyarakatnya. Akan tetapi dalam penerapan e-government
yang ada di kecamatan bacukiki barat kota Parepare masih memiliki kekurangan.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kasubag administrasi umum dan

kepegawaian Kantor Kecamatan Bacukiki Barat:

“Website kami ini sudah berbasis E-government yang dapat menunjang
pelayanan publik, akan tetapi masih memiliki kekurangan, dimana update informasi
yang disajikan masih lambat dikarenakan terbatasnya SDM yang mampu mengelolah

website tersebut”.’

57 Chaedier Zaputra, kasubag administrasi umum dan kepegawaian, Wawancara di Kantor
Kecamatan Bacukiki Barat tanggal 23 Juli 2021.



52

Dari penjelasan tersebut, maka dalam penerapan sistem layanan publik yang
berbasis e-government masih memiliki kekurangan, disamping itu layanan yang
berbasis e-government belum bisa dikatakan sempurna sehingga pelayanan publik
dengan menggunakan e-government belum bisa seutuhnya memberikan pelayanan
kepada masyarakat kecamatan bacukiki barat.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kasubag administrasi umum dan

kepegawaian Kantor Kecamatan Bacukiki Barat:

“Untuk saat ini, pelayanan publik yang berbasis E-government belum bisa
dikatakan sempurna, akan tetapi sebisa mungkin kami akan menyempurnakannya
dengan menambahkan SDM dengan latar belakang dibidang IT sehingga apa yang kita
inginkan bisa terselesaikan”>®

Dari penjelasan diatas, kini kecamatan bacukiki barat sudah menerapkan e-
government akan tetapi masih memiliki kekurangan sehingga menjadikannya belum
sempurna dalam memberikan layanan kepada masyarakat, maka dari itu kecamatan
bacukiki barat sudah melakukan langkah dalam mengatasi masalah yang kini dihadapi

agar layanan publik yang berbasis e-govermment dapat bisa seutuhnya melayani

masyarakat yang mengakses layanan tersebut.

4.1.2 Respon Masyarakat Terhadap Layanan E-government

Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap penggunaan layanan
publik yang berbasis e-government di kecamatan bacukiki barat kota Parepare, maka
dari itu peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat kecamatan bacukiki barat
yang sudah menggunakan e-government, dari beberapa wawancara yang dilakukan,

masyarakat cenderung belum bisa mendapatkan layanan yang maksimal dengan
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menggunakan website kecamatan bacukiki barat yang berbasis e-government
dikarenakan masih dijumpai beberapa masalah dalam mengakses web tersebut dimana

lambat pada saat jam tertentu seperti yang disampaikan oleh Zaida;

“Pernah ka dapat semacam website yang dari kecamatan, pas ku buka itu web
lambat i loadingnya tapi pasnya jam-jam berapa itu lagi na ku buka i baru cepat masuk
ke web e, baru ada di sana pelayanan publik, tapi pas ka klik itu yang pengurusan kartu
keluarga tidak ada isinya yang persyaratan jadi tidak ditau apa persyaratannya kalau
mauki urus kartu keluarga™>®

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan, bahwa masyarakat yang
menggunakan e-government pada saat mengakses layanan tersebut masih lambat akan
tetapi pada saat jam tertentu sudah bisa diakses. Pada saat sudah masuk kedalam
website tersebut, masyarakat masih menjumpai beberapa masalah saat ingin mengurus
keperluannya seperti saat ingin mengurus KK (kartu keluarga) yang dimana

masyarakat tidak menjumpai apa yang menjadi persyaratan dalam mengurus KK (kartu

keluarga) seperti halnya yang disampaikan oleh Eghautami;

“Pernah ka mau urus kartu keluarga disitu web kecamatan bacukiki barat tapi
di sana ada bilang persyaratan tapi pasnya mau ki lihat apa-apa peryaratannya tidak ada
tertulis jadi langsung mi saja ke kantornya urus i supaya di tau semua mi apa saja
persyaratannya %

Apa yang disampaikan, masyarakat ini sudah mengakses layanan publik
kecamatan bacukiki barat tapi disaat mau mengurus keperluan administrasinya dia

tidak menemukan apa saja yang menjadi persyaratan sehingga dia lebih memilih untuk

datang langsung ke kecamatan bacukiki barat agar yang menjadi peryaratan untuk

59 Zaida, Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara di J1. Mattiro Tasi Tanggal 17
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mengurus kartu keluarga bisa diketahui. Adapun juga wawancara terhadap masyarakat
kecamatan bacukiki barat yang serupa dimana ia tidak menjumpai apa saja yang

menjadi persyaratan yakni Muhammad Nur iksan.

“Biasa ka dulu mau urus surat keterangan tidak mampu di website nya
kecamatan e karena ada dulu bantuan mau dikasih ka, tapi pas ku buka website
kecamatan ada ji disana untuk mengurus begitu tapi tidak bisa ki pake 1 padahal ada mi
di sana untuk urus surat keterangan, baru tidak di tau juga apa persyaratannya, jadi
pergi ka saja dikantornya urus i.”!

Apa yang disampaikan di atas bahwa kebanyakan masyarakat lebih memilih
datang langsung ke kantor kecamatan untuk mengurus berbagai kebutuhannya.
Dikarenakan pada saat menggunakan sistem layanan yang berbasis e-government
kebanyakan masyarakat cenderung datang langsung ke kantor karena di dalam website
kecamatan bacukiki barat belum memadainya informasi yang dibutuhkan oleh
masyarakat itu sendiri. Adapun juga hasil wawancara yang dimana layanan e-

government belum bisa melayani segala macam jenis layanan yang disampaikan oleh

Ikbal yakni.

“Ada dulu mau ku urus di situ web nya kecamatan bacukiki barat karena na
suruhka orang tuaku apa saja di butuhkan kalau mau ki urus IMB, terus di web e ada ji
kek alur pelayanannya apa saja di butuhkan juga, tapi kalau mau meki urus i tidak ada
ku lihat tersedia pelayanan untuk IMB supaya di kasih masuk berkasnya jadi tidak di
tau dimana di kasih masuk nanti berkasnya, tapi kalau kek urus kartu keluarga ada ji
sama untuk urus KTP”6?

61 Muhammad Nur Iksan, Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara di J1. Jendral
Sudirman Tanggal 17 Januari 2022.
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Dari hasil wawancara di atas bahwa ada masyarakat yang ingin mengurus IMB
tapi di dalam website tersebut masyarakat ini tidak mendapati dimana berkas yang dia
sudah siapkan ingin di kirimkan karena dalam website tersebut hanya ada bagan alur
pelayanan yang berisi apa saja yang menjadi persyaratan akan tetapi tidak memiliki
tempat untuk memasukkan berkas, maka tidak didalam web tersebut masih banyak
kekurangan yang bisa di jumpai masyarakat.

Dari beberapa hasil wawancara terhadap masyarakat yang menggunakan e-
government maka yang menjadi permasalahan yakni masyarakat masih belum bisa
menggunakan layanan tersebut dikarenakan terbatasnya informasi yang dibutuhkan
masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Sehingga apa yang yang
disampaikan oleh Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian memang masih
belum maksimalnya layanan website tersebut dikarenakan update informasi dan
kurangnya SDM yang ahli dalam bidang IT sehingga masih ada kekurangan yang

ditemui masyarakat kecamatan bacukiki barat.

4.1.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan E-government

Pada saat penerapan pelayanan publik yang berbasis e-government kecamayan
bacukiki barat memiliki banyak kendala, dari hasil wawancara yang dilakukan maka
ada beberapa faktor penghambat serta pendukung dalam penerapan e-government.
Adapun masalah yang di jumpai yakni SDM dalam hal ini ASN nya sendiri dimana
masih terbatas dalam bidang IT sehingga memiliki pengaruh terhadap pengembangan
E-government serta ada juga yang menjadi faktor penghambat lainnya seperti

kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi.
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Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasubag Administrasi Umum dan

Kepegawaian Kantor Kecamatan Bacukiki Barat:

“ Masalah yang dihadapi kecamatan bacukiki barat saat awal menerapkan E-
government yakni ASN kita yang masih terbatasnya ilmu mengenai bidang IT dan juga

dari masyarakat kita sendiri yang masih kurang kemampuan/pengetahuannya dalam

menggunakan teknologi informasi”®?

Maka dari itu hambatan yang saat ini menjadi titik fokus dalam
menyelesaikannya yakni sumber daya manusia (SDM) itu sendiri dikarenakan SDM
ini menjadi faktor kunci yang dimana penerapan serta pengembangan E-government
ini menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, maka kecamatan bacukiki barat selalu

membenabhi diri agar menjadi pelayan publik yang lebih baik lagi kedepannya.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasubag Administrasi Umum dan
Kepegawaian Kantor Kecamatan Bacukiki Barat:

“Yang menjadi faktor penghambat dari penerapan E-government saat ini
berasal dari SDM kita yang masih kurang nya latarbelakang bidang IT, akan tetapi
kami benahi dengan langkah mengajukan formasi penerimaan ASN dengan latar

belakang IT sehingga kapasitas ASN kecamatan bacukiki barat lebih meningkat agar

masalah seperti SDM ini dapat kita tangani”®*

Hingga saat ini kecamatan bacukiki barat terus melakukan upaya dalam
menyelesaikan hambatan ini, dari awal penerapan e-government memang yang
menjadi faktor penghambat utama yakni datangnya dari SDM itu sendiri, dimana

kurangnya latarbelakang di bidang IT sehingga memberi dampak terhadap penerapan

63 Chaedier Zaputra, kasubag administrasi umum dan kepegawaian, Wawancara di Kantor
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64 Chaedier Zaputra, kasubag administrasi umum dan kepegawaian, Wawancara di Kantor
Kecamatan Bacukiki Barat tanggal 23 Juli 2021.
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e-government. dan adapun faktor hambatan yang lain yakni tingkat partisipasi
masyarakat yang masih kurang dalam menggunakan e-government.
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasubag Administrasi Umum dan

Kepegawaian Kantor Kecamatan Bacukiki Barat:

“tingkat partisipasi masyarakat kita masih kurang dalam menggunakan E-
government, karena masyarakat masih cenderung untuk mendapatkan layanan dengan
cara datang langsung ke kantor”%

Dari pernyataan di atas, maka yang saat ini menjadi problem kecamatan
bacukiki barat dalam menerapkan pelayanan publik yang berbasis E-government
disamping masalah SDM ada juga dari pengguna layanan tersebut yakni masyarakat
dimana masih kurangnya partisipasi sehingga perlu adanya upaya untuk dapat
meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan layanan E-government tersebut.

Disamping adanya beberapa hambatan yang dihadapi kecamatan bacukiki barat
dalam menerapkan E-government ini, adapula yang menjadi faktor pendukung seperti
sarana dan prasarana, akses internet, komputer sehingga penerapan E-government bisa
terwujud dan dapat dimaksimalkan untuk kedepannya serta menjadi solusi atas
masalah yang dihadapi saat ini ketika menggunakan cara konvensional dalam

melakukan jenis pelayan publik kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasubag Administrasi Umum dan

Kepegawaian Kantor Kecamatan Bacukiki Barat:

“Untuk faktor pendukung dalam penerapan E-govermment ini antaranya di
dukungnya sarana dan prasarana seperti akses internet serta perangkat komputer yang
dapat digunakan untuk update informasi serta melakukan pelayanan kepada
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masyarakat, disamping itu juga adanya komitmen pemimpin kami untuk dapat di
tingkatkan penerapan E-government ini”

Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dapat memberikan efek
yang baik karena sudah didukung oleh fasilitas yang dapat digunakan serta adanya
komitmen dari pimpinan dalam hal ini ketua kecamatan bacukiki barat yang secara
tidak langsung meneruskan apa yang diingin kan dari Walikota Parepare yang tertuang
dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2018.

Pelayanan publik yang berbasis E-government saat ini sudah dapat di akses
melalui handphone yang pastinya didukung oleh konektivitas internet sehingga dapat
mengakses Website kecamatan bacukiki barat dimana dalam web itu terdapat
pelayanan yang masyarakat dapat gunakan untuk mengurus berbagai kebutuhan
administrasinya. Akan tetapi nyatanya masyarakat masih kurang berpasrtisipasi dalam
menggunakan media tersebut, disamping keterbatasannya pemahaman, bisa juga ada

berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasubag Administrasi Umum dan

Kepegawaian Kantor Kecamatan Bacukiki Barat:

“Kelebihan dari pelayanan yang berbasis E-government ini dapat mempercepat
pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, disamping itu kekurangan yang kita rasakan,
kurangnya interaksi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat apabila
menggunakan pelayanan E-government ini.”%

Penggunakan FE-govermment ini sangat memiliki kelebihan yang dapat

dirasakan, akan tetapi interaksi secara langsung yang biasanya dilakukan dalam

pelayanan konvensional kini kurang apabila masyarakat memilih pelayanan yang
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berbasis E-government. Akan tetapi kelebihan itu dapat memaksimalkan pelayanan
kepada masyarakat serta menghilangkan batasan-batasan yang selama ini dapat

menghambat pelayanan ketika menggunakan cara konvensional.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pengembangan sampai dengan penerapan e-government yang ada di kecamatan
bacukiki barat kota Parepare tidak terlepas dari tuntutan perkembangan zaman serta
kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, oleh karena itu melalui Peraturan
Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2018 yang dimana bertujuan untuk menciptakan
kegiatan penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan
mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif sehingga menghasilkan sebuah
layanan prima sesuai dengan visi pembangunan kota Parepare.

Serta meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi yang efektif dalam proses penyelenggaraan pemerintah
daerah kota Parepare mengoptimalkan penyelenggaraan e-Government dalam
pelayanan publik secara menyeluruh dan menjamin keterpaduan sistem pengelolaan
dan pengolahan data/dokumen dan informasi elektronik dalam rangka membuka akses
informasi dan layanan pemerintah daerah kota Parepare yang transparan. Sehingga apa
yang tertuan dalam Perwali tersebut harus dijalankan terutama pada pelayanan publik

yang berbasis e-government yang ada di kecamatan bacukiki barat.

Adapun dalam hadist yang di riwayatkan Bukhari yang dimana menyuruh kita
untuk mempermudah segala urusan orang lain yakni; Rasulullah shallallahu ‘alaihi

wasallam bersabda:
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Artinya:
“Dari Anas bin Malik, Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa sallam, beliau bersabda:

Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kalian mempersulitnya, buatlah

mereka tenang dan jangan membuat mereka lari.” (HR. Bukhari: 5660).%7

Pada hadist tersebut digambarkan khususnya dalam melakukan layanan publik
kepada masyarakat agar selalu memberikan pelayanan yang mudah dalam artian efektif
dan efisien agar masyarakat itu sendiri dapat merasakan manfaat yang banyak dengan
adanya e-government.

Akan tetapi penerapan e-government saat ini masih terbilang belum maksimal,
karena dalam hasil penelitian masih ada kekurangan yang ditemui dalam menerapkan
e-government ini dan masyarakat kecamatan bacukiki barat kebanyakan masih datang
langsung ke kantor untuk mendapatkan pelayanan. Akan tetapi dari kecamatan
bacukiki barat hingga saat ini sudah memperkenalkan kepada masyarakat bahwa saat
ini ada yang dinamakan layanan publik yang berbasis e-government walaupun hanya
masih belum masif dalam memperkenalkannya.

Sehingga dalam hasil wawancara oleh pihak kecamatan bacukiki barat,
memang tingkat pasrtisipasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan masih terbilang
besar yang datang langsung ke kantor ketimbang menggunakan e-government dan bisa
saja sebagian masyarakat yang datang langsung ke kantor disebabkan karena
masyarakat yang menggunakan e-government belum mendapatkan layanan yang baik
saat mengaksesnya. Oleh karena itu penting agar penerapan e-government terus di

kembangkan dan penting juga untuk mengsosialisasikannya dengan cara-cara yang

67 https://www.kangdidik.com/2019/03/hadis-motivasi-hidup-kerja-dan-belajar_71.html
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mudah di jumpai oleh masyarakat kecamatan bacukiki barat agar penggunaan e-
government ini bisa memberikan kemudahan bagi semua pihak.

Berkaitan dengan penerapan FE-government, respon masyarakat dalam
menggunakan E-government masih memiliki banyak kekurangan yang dijumpai,
dikarenakan website yang sudah ada belum dapat memberikan pelayanan yang
maksimal, sehingga masyarakat cenderung memilih datang ke kantor untuk
mendapatkan pelayanan. Dari beberapa wawancara yang dilakukan kepada masyarakat
cenderung mendapati kesulitan saat ingin mengetahui apa saja yang menjadi
persyaratan agar dapat mengurus berbagai keperluannya dan juga belum meratanya
berbagai jenis pelayanan yang disediakan didalam website tersebut. Masyarakat ingin
pengembangan layanan yang berbasis E-government bisa dimaksimalkan agar
masyarakat dapat menggunakan layanan tersebut sesuai dengan kebutuhannya,
disamping memudahkan dapat juga meringankan dari segi ekonomis. Lebih jauh lagi,
disaat situasi pandemi saat ini pelayanan yang berbasis E-government menjadi salah
satu kunci agar tingkat terpaparnya virus dapat diminimalisir.

Pengembangan serta menggunakan layanan E-govermment hingga saat ini
masih memiliki hambatan yang dapat memperlambat dimaksimalkannya E-
government tersebut agar dapat digunakan oleh masyarakat luas khusunya yang berada
di kecamatan bacukiki barat. Beberapa hambatan sudah dirasakan kecamatan bacukiki
barat, akan tetapi ada juga yang menjadi faktor pendukung agar pengembangan E-
government ini dapat dimaksimalkan. Di kecamatan bacukiki barat tergolong memiliki
sarana dan prasarana yang mendukung akan tetapi yang menjadi kendala saat ini yakni
SDM yang masih kurang di dalam bidang IT sehingga sebahagian masyarakat yang

mengakses E-government masih belum merasakan manfaatnya. Akan tetapi, dari
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kecamatan bacukiki barat sudah mengambil langkah agar masalah yang dihadapi dapat
segera diselesaikan, serta pemerintah harus memberikan sosialisasi dalam hal ini
kecamatan bacukiki barat agar penggunaan layanan E-government dapat di akses luas

oleh masyarakat kecamatan bacukiki barat.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari uraian pada bab

sebelumnya mengenai “Penerapan E-Government Pelayanan Publik di Kecamatan

Bacukiki Barat Kota Parepare” maka peneliti menarik sebuah kesimpulan yang

disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada:

1.

Penerapan E-government yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare
sudah ada sejak tahun 2018 yang dimana untuk menindak lanjuti dari INPRES
Nomor 3 tahun 2003 maka dikeluarkan PERWALI No. 11 Tahun 2018 tentang
Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Parepare, dengan
tujuan menciptakan kegiatan penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik
yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara
efektif sehingga menghasilkan sebuah layanan prima sesuai dengan visi
pembangunan kota Parepare. Serta meningkatkan mutu layanan publik melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dalam proses
penyelenggaraan pemerintah daerah kota Parepare mengoptimalkan
penyelenggaraan e-Government dalam pelayanan publik secara menyeluruh
dan menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan data/dokumen
dan informasi elektronik dalam rangka membuka akses informasi dan layanan
pemerintah daerah kota Parepare yang transparan. Yang dimana sejak saat itu
penerapan E-government terus di kembangkan hingga saat ini, dari awal hingga

saat ini Kecamatan Bacukiki Barat sudah memiliki pelayanan yang berbasis E-
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government diantaranya, Website Kecamatan Bacukiki Barat dan SIPD/SIPKD
yang masyarakat kecamatan bacukiki barat bisa akses. Sejauh ini Kecamatan
Bacukiki Barat sudah memiliki kemajuan dalam pelayanan publik dari sebelum
menggunakan E-government dan sesudah menerapkan E-government akan
tetapi penggunaan layanan tersebut belum bisa dapat merasakan kemudahan
dikarenakan masih banyak kekurangan yang dijumpai didalam menggunakan
Website yang berbasis E-governmen tersebut.

. Respon masyarakat terhadap layanan E-government yang ada di Kecamatan
Bacukiki Barat dalam beberapa wawancara diantaranya: Rata-rata mereka
belum sepenuhnya merasakan manfaat dari layanan tersebut karena dalam
mengakses website masih menjumpai kekurangan, seperti dalam membuka
web terbilang lambat, sesaat ingin mengurus kebutuhannya informasi seperti
apa yang menjadi persyaratan tidak dijumpai dan juga belum banyak bentuk
layanan publik yang bisa digunakan. Sehingga kebanyakan masyarakat datang
langsung ke kantor agar mendapatkan pelayanan yang ingin dibutuhkan.

. Awal penerapan E-government hingga saat ini masih memiliki hambatan yang
dirasakan oleh Kecamatan Bacukiki Barat, seperti: Kemampuan ASN yang
masih terbatas dalam bidang IT, Kemampuan/pengetahuan masyarakat dalam
penerapan teknologi informasi, Masih memiliki kekurangan dalam update
informasi dikarenakan terbatasnya SDM yang mampu mengelolah website,
Masyarakat masih cenderung untuk mendapatkan layanan dengan datang
langsung ke kantor. Dalam menangani beberapa faktor hambatan kini
kecamatan bacukiki barat mengambil langkah seperti, mengajukan formasi

penerimaan ASN dengan latar belakang IT dan Meningkatkan kapasitas ASN
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Kecamatan Baacukiki Barat. Disamping adanya faktor hambatan ada juga
faktor pendukung agar penerapan E-government ini lebih maksimal
diantaranya: Adanya Sarana dan Prasarana yang mendukung seperti akses
internet dan perangkat komputer, adanya komitmen pemimpin guna untuk
meningkatkan kapasitas pelayanan publik yang berbasis £-government kepada

masyarakat.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan saran atau masukan yang
sekiranya dapat di perhatikan bagi seluruh pihak yang terkait, maka dari itu penulis
membaginya menjadi beberapa point penting, yakni (1) Semenjak adanya e-
Government yang diterapkan di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare memberikan
solusi yang baik atas segala hambatan dalam layanan publik, penting bagi saya agar e-
Government ini bisa di maksimalkan dari segi SDM yang kompeten di bidang IT agar
masalah yang ditemui dalam penelitian ini bisa di atasi, (2) Dalam memaksimalkan
penerapan e-Government agar dapat bermanfaat bagi masyarakat khusunya yang
berada di lingkup Kecamatan Bacukiki Barat sekiranya dapat memberikan sosialisasi
kepada masyarakat yang masih belum menngunakan e-Government ini agar nantinya
dapat meningkatkan feedback antara masyarakat dan kecamatan bacukiki barat sesuai
dengan kebutuhannya masing-masing. Sehingga nantinya masyarakat dapat berperan
aktif dalam pengembangan e-Government sehingga apa yang menjadi kekurangan
dapat diatasi dan apa yang sudah baik dapat lebih di tingkatkan.

Penting juga bagi Kecamatan Bacukiki Barat dalam mengsosialisasikannya

dengan cara menggunakan media sosial dikarenakan kebanyakan masyarakat kita aktif
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dalam mengakses media sosial terutama bagi kaum muda mudi, sehingga yang terjadi
bisa saja memberitahukan kepada orang tuanya kalau ada layanan yang berbasis e-
Government yang bisa digunakan dimana saja . Terutama bagi orang tua yang tidak
memiliki akses untuk membuka media sosial yang di sebabkan banyak faktor
Kecamatan Bacukiki Barat bisa juga memanfaatkan media elektronik seperti TV dan
Radio yang bisa bekerja sama dengan dinas Kominfo atau bisa juga dengan cara
sosialisasi secara langsung serta dapat menjelaskan apa itu e-Government.

Kemudian saran yang terakhir, (3) Penting juga bagi masyarakat Kecamatan
Bacukiki Barat untuk mengakses layanan yang berbasis e-Government ini karena dapat
lebih memudahkan, serta dengan ikut sertanya peran masyarakat dapat memberikan
masukan apa yang kurang dari layanan tersebut. Disamping itu pada masa pandemic
covid-19 ini sangat dianjurkan bagi masyarakat untuk mengurangi mobilitasnya
sehingga penularan dari virus tersebut dapat di atasi, maka e-Government ini menjadi
solusi yang bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan yang diinginkan.

Sebagai penulis saya berharap banyak kepada layanan e-Government ini agar
dapat di maksimalkan karena disamping memudahkan bagi masyarakat bisa juga
meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan. Di era saat ini percepatan pertukaran
informasi sangat di butuhkan maka sebagai instansi pemerintah yang paling dekat
dengan masyarakat dapat menggunakan E-government agar memberikan efek positif

untuk kedepannya.
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Wawancara Untuk Staf di Kecamatan Bacukiki Barat

1. Sejak kapan penerapan e-government pelayanan publik di kecamatan bacukiki
barat?

2. Bagaimana kecamatan bacukiki barat memperkenalkan pelayanan publik yang
berbasisi e-government ini kepada masyarakat?

3. Apa saja pelayanan publik yang berbasis e-governmentyang dapat di akses
masyarakat kecamatan bacukiki barat untuk menunjang pelayanan publik?

4. Apakah pelayanan publik yang berbasis e-government ini sudah sempurna
atau sudah mencapai tujuan yang di inginkan?

5. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dari penerapan e-governmentini?

6. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dari penerapan e-governmentini?



7. Masalah apa yang dihadapi kecamatan kacukiki barat saat awal menerapkan e-
government ini?

8. Bagaimana kecamatan bacukiki barat menghadapi masalah yang berkaitan
dengan pelayanan publik yang berbasis e-government ini?

9. Apayang menjadi kelebihan serta kekurangan pelayanan yang berbasis e-
government ini?

10. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan e-government

ini?
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l.
2.
3.

Dari mana Anda mengetahui layanan publik yang berbasisi e-government?
Apakah Anda sudah mengakses layanan tersebut?

Apakah ada masalah saat mengakses layanan tersebut?

Pada saat sudah masuk kedalam layanan yang berbasis e-government tersebut,
apakah ada kesulitan saat ingin menggunakannya?

Dengan adanyalayanan yang berbasis e-govermment ini, apakah sudah
membantu kebutuhan anda?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsimahasiswa sesuai

dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan

untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.
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